BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Panggilan dalam Hukum Acara Perdas@alah menyampaikan secara resmi
(Official) dan Patut Properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu grerkli
pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan halamg giminta dan diperintahkan
oleh majelis hakim atau pengadilan. Pemanggilan p&ggilan(convocation)dalam
arti sempit dan sehari-hari di indentikkan hanyebdtas pada perintah menghadiri

sidang pada hari yang ditentukan.

Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimiggiaskan dalam
Pasal 338 HIR, pengertian panggilan meliputi ma#laa cakupan yang lebih
luas, yakni:
1. Panggilan sidang pertama kepada Penggugat dangegrgu
2. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada parakpatau salah satu
pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadik bepa alasan yang sah
atau berdasarkan alasan yang sah.
3. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas p&an oleh salah satu

pihak berdasarkan pasal 139 HIR.

! M.Yahya harahagukum Acara Perdatdakarta: Sinar Grafika,2005,him 213
2 .
Ibid



4. Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas puglijuga tindakan

hukum.

Yang dimaksud resmi adalah pemanggilan harus teyeaurut tata cara
yang telah ditentukan oleh peraturan perundangngatayang berlaku, dan yang
disebut patut adalah dalam menetapkan tanggal denplrsidangan hendaklah
memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggaalppihak yang berperkara,
yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak boletakg dari tiga hari sebelum
acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak asuk hari besar atau hari
libur.3 Berkaitan mengenai cara pemanggilan yang sahrdiatam Pasal 390 ayat
(1) dan ayat (3) HIR. Berdasarkan ketentuan-ketentuersebut dapat
diklasifikasikan tata cara panggilan berdasark&iofadiketahui atau tidak tempat
tinggal tergugat atau orang yang dipanggil.

1. Tempat tinggal tergugat diketahui

Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergatga orang yang dipanggil

diketahui, tata cara pemanggilan yang sah adalzysaéberikut:

a. Harus disampaikan di tempat tinggal atau tempatisibmilihan tergugat
(Pasal 390 ayat (1) )

b. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, hadis disampaikan
kepada in person kepada tergugat atau keluardanya.

c. Disampaikan kepada Kepala Desa, apabila yang lgkstam dan keluarga

tidak ditemui juru sita di tempat tinggal atau ledanya. Pasal 390 ayat (1)

* Adul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Perigadhgama Jakarta:
Pranada media Group, hal:84

* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Opcit il 2



HIR menyebutkan, apabila yang bersangkutan atauakgdnya tidak

ditemui oleh juru sita ditempat tinggalnya maka:

- Panggilan disampaikan kepada kepala desa.

- Penyampaian kepada kepala desa, diikuti dengantaleragar segera
menyampaikan surat panggilan itu kepada yang bgksi#am.

- Sahnya panggilan dalam hal ini, apabila Kepala Desaar-benar
menyampaikan tersebut kepada yang bersangkutan.

- Untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertilbachea,
pengembalian penyampaian relaas panggilan ke Piésngadlianggap
merupakan syarat formil keabsahan penyampaian pangguna
menghindari kerugian kepada pihak yang bersangkutan

2. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui
Dalam Pasal 390 ayat (3) HIR mengatur tata canygmapaian panggilan
kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalHal tersebut berpatokan
pada dua faktor :
a. Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegasigextitas tergugat,
bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidatahui.
b. Atau pada identitas tergugat, surat gugatan meriabudengan jelas
tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita médakupemanggilan,

ternyata tergugat tidak ditemukan ditempat tersetah menurut



penjelasan Kepala Desa, yang bersangkutan sudaiggatkan alamat

tersebut tanpa menyebutkan alamat yang baru.

Pada saat Juru Sita atau Juru Sita Pengganti nkelakdugas
pemanggilan kepada para pihak khususnya pemangdilaar yurisdiksi
pengadilan, dijumpai beberapa hambatan dan kengatay berakibat
mengalami kelambatan dan menghambat proses peaigelggerkara karena
terbentur dengan sistem procedural sebagaimana gikedpendaki oleh
peraturan yang berlaku. Beberapa kendala tersebaredain :

1) Suatu panggilan yang dilakukan oleh petugas dinpana pihak tidak
berada ditempat kediamannya , maka panggilan disdamp melalui
Kepala Desa atau Lurah. Dalam Praktek pemanggilan pita
mengalami kesulitan antara lain karena jarak antarah para pihak
dengan kantor kepala desa cukup jauh dan ataugseijompai
Kepala desa dan aparatnya tidak berada ditempati@am praktek
dijumpai juga kepala desa tidak mengenal warganyaena
wilayahnya sangat luas dan penduduknya sangat ,padhingga
sering juru sita kembali lagi dan mengulangi palaggipada hari
berikutnya.

2) Suatu panggilan yang dilakukan diluar yurisdikgirirlg mengalami

keterlambatan antara lain relaas belum diterimasganentara waktu

°Adul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Perigadhgama Ibid,hal222



sidang telah tiba, akibatnya sidang ditunda belzergdi, hal ini
karena lambatnya petugas melakukan panggilan dagirpean serta
waktu pengiriman melalui pos juga memakan waktugylama. Jika
ditinjau dari Asasnya, bahwa jalannya sidang perkilam asasnya
harus dilakukan dengan Sederhana, Cepat, BiayaaRingehingga
pihak yang berperkara itu lebih cepat memahami psatahan
pemeriksaan perkaranya dan biayanya dapat dijangketu pihak
yang berkepentingan, sehingga penyelesaian petkesabut dapat
efektif dan efisien, diterima oleh pihak yang beetingan dan
putusan dapat adil serta dapat diterima oleh makgéar
Berkaitan dengan beberapa kendala diatas adaapabalternatifalan
keluar yang dilakukan oleh sebagian pengadilanngghi kendala tersebut
dapat diminimalisir antara lain :

a) Jika para pihak tidak berada ditempat kediamanngkanpanggilan
dilakukan melalui ketua RT. Hal ini karena RT lahAng dekat dan
mengetahui persis warganya, disamping itu jaraka gahak dengan
pejabat RT relatif agak dekat dibanding kantor kepasa.

b) Bagi panggilan diluar yurisdiksi atau para pihakgderada sangat jauh
dengan kantor pengadilan dan ternyata beberapaagigny dan para
pihak telah memanfaatkan fasilitas teknologi, antéain panggilan
dilakukan melalui faximilie, dan ada pendapat yamgnyarankan

melalui Email, Surat Pos dan Sms Centre.



Apa yang dilakukan oleh beberapa pengadilan tetsebsungguhnya
bukan hal yang baru karena justru Badilag senduliab lebih dahulu yakni
dengan cara memanfaatkan teknologi pada masa sgkamg yaitu surat
panggilan sidang secara online untuk menunjanggi@amgmelalui Koran dan
Radios Adapun yang menjadi payung hukumnya adalah hasiusan
pendapat hukum mengenai panggilan melalui RT, Féifa-mail, Surat pos
dan sms Centre. Seiring disahkannya Undang-undangpmnl1l tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITdglam rapat paripurna
DPRI RI, tanggal 25 maret 2008 membawa angin sd@gayi lembaga
peradilan. Khususnya Peradilan Agama untuk terusvaitif melakukan
terobosan dibidang hukum acara perdata. Ada bedgrapal penting dalam
Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE rkayt@a dengan alat-alat
bukti diperadilan antara lain dalam Pasal 5 UU 1TE.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan

Informasi elektronik dan atau dokumen dan atau lhastakannya
merupakan alat bukti hukum yang sah

Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan

Informasi elektronik dan atau dokumen dan atau lhastakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan psatuaari alat bukti
yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaknddnesia.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 5(hy&atU ITE dan mesin

Fax merupakan perangkat yang sesuai dengan keteRasal 16 UU ITE

® Kutipan tesis Suhartono, SAg, SKspek Yuridis Ralaas onlindiakses hari Jum’at tanggal
20 April 2012
7 UU ITE pasal 5 ayat (1) dan (2)



maka panggilan dengan menggunakan Fax sah sedarenh®damun dalam
putusan Rakernas MA dengan pengadilan di selurufoniesia yang
berlangsung pada tanggal 18-22 September 2011 naduayebahwa “Faximile
relaas panggilan tidak bisa dijadikan alat buktmpgksaan perkara”. Hal
tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Payal (1) UU ITE. Akan
tetapi dalam kasus yang ada di Pengadilan Agamaai@em banyak kasus-
kasus yang berkaitan dengan Relaasnya dengan nrerkggumedia elektronik
(seperti: faximile) yaitu pada kasus yang Tabayuar(kota) dan kasus pada
tergugatnya yang ghoib. Namun relaas dengan meaggummedia elekronik
(faximile) ini hanya sebagai “ imergenci “ saja paghat pemanggilan sidang
berlangsung. Bukan sebagai akta yang autentik yésm dijadikan sebagai
barang bukti yang sah untuk pemangdila@leh karena itu, maka penulis
bermaksud mengadakan penelitian secara ilmiah detgygak permasalahan
tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “AN&H TERHADAP
KEABSAHAN PEMANGGILAN SIDANG DENGAN MENGGUNAKAN

MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus di Pengadilan Agamararang)”.
B. RUMUSAN MASALAH

Agar skripsi ini dapat terfokuskan pada pokok pesatahan, maka
penulis merumuskan beberapa pokok masalah yangu peréndapat
pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini. Adapkok pembahasan

dalam skripsi ini adalah:

& Wawancara dengan bapak Wahyudi (hakim Pengadilan Agama Semarang)



1. Bagaimana keabsahan praktek panggilan sidang demgamggunakan
media elektronik?

2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Semadafgn
menanggapi prakek panggilan sidang dengan menggonakedia

elektronik?

C. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisiampsi ini antara
lain adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan praktek pemeamgsidang
dengan menggunakan media elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Peagadiigama
Semarang dalam menanggapi praktek panggilan sidal®mgan

menggunakan media elektronik.

D. TELAAH PUSTAKA
Terkait dengan masalah Pemanggilan a®alaas ada beberapa tulisan
dalam bentuk buku maupun catatan ilmiah lain sepripsi dan makalah
diantaranya:
1. Tut Wuri handayani S.H ( B4B007210) menulis tegg berjudul
“Pengakuan Tanda Tangan pada Suatu Dokumen ElektdinDalam

pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesidélam tesis ini dibahas



mengenai daya pembuktian tanda tangan pada sultundo elektronik
di dalam pembuktian hukum acara perdata di indandsipengadilan
negeri palembang, yang mana peladommerceberpendapat bahwa
dokumen elektronik yang telah ditandatangani dentmrda tangan
elektronik, mempunyai daya pembuktian yang samagalenakta
otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenangadewdikeluarkannya
Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infora@siKomunikasi
Elektronik® Sedangkan para notaris berpendapat dokumen eliktro
yang ditandatangani dengan tanda tangan elektrbaitya mempunyai
pembuktian dibawah tangan, karena tidak memenwrasgebagai akta
otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yaegvenang. Dan
penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinystgsiedari perjanjian
dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga diemgaatau
lembaga diluar pengadilan. Para pelaku transakgitrenhik ini pada
umumnya menggunakan lembaga diluar pengadilan, n&are
penyelesaiannya cepat dan biayanya pun lebih murah.

Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatwmnook
elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesanniafsi elektronik,
yang mengguanakan jaringan publik, karena tandgatarelektronik
dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetrBari penelitian

tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenaitdekpambuktian

® http://eprints.undip.ac.id/18067/1/TUTWURI _HANDAYANL.pdf, diakses hari kamis tanggal 3

Mei 2012
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dokumen  elektronik, yang ditanda tangani dengamdaatangan
elektronik yang digunakan sebagai alat bukti persign.

2. Grace Wahyuni ( 128943) menulis sebuah skriopsigyderjudul
“Keabsahan RUPS Teleconference dalam Tanda Tangektrdik™°
dalam skrispsi tersebut diuaraikan mengenai Rupecdeference Dalam
Tanda Tangan Elektronik dimana RUPS merupakan rdehku
perusahaan yang dengan ketentuan UUPT terbaru gedayelenggaraan
RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknoioigirmasi.
Pembuatan RUPS dengan memanfaatkan teknologi \edid atau
teleconference ataupun vidio call. Pemanfaatanriggihan teknologi ini
memungkinkan para pemegang saham tidak harus dyentatika secara
langsung atau face to face tapi bertatap muka dengadia elektronik
yang saling berhubungan sepeti selayaknya bertataka langsung.
Tujuan yang akan dicapai dalam sebuah rapat teatakgn membahas
suatu hal yang berkaitan dengan perusahaan ataarpan terbatas itu.
Dengan kemajuan teknologi informasi ini sangat memmodah selain
lebih efisien juga efektif. Tentu saja hal ini mdfaucakrawala baru
dalam hal rapat yang diselenggarakan dengan mealgnnmedia
elektronik ini akan menghasilkan data elektrontgu

Undang — undang Informasi dan Teknologi Elekkatau yang

biasa disingkat dengan UU ITE yang diterbitkann2sret 2008 dengan

10 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456 780824/ Chapter%201.pdfKeabsahan
RUPS Teleconference dalam Tanda Tangan Elektratitkkses hari Jum’at tanggal 25 Mei 2012
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cakupan meliputi globalisasi, perkembangan teknolofprmasi, dan
keinginan untuk mencerdaskan bangsa. UU ITE mengb&rbagai
perlindungan kegiatan hukum atas pemanfaatan peaggu internet
sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaafarmasinya.
Pada UU ITE ini diatur mengenai berbagai ancamakuman bagi
kejahatan interenet. UU ITE mengakomodir kebutubera pelaku bisnis
di internet dan masyarakat pada umumnya guna matidapkepastian
hukum, dengan dikuinya bukti elektronik dan tandagan digital
sebagai bukti yang sah dalam pengadilan.

. Suhartono S,Ag.,SH.,MH. Alumnus Megister Hukum UNenulis
sebuah paper yang berjudul Aspek Yuridis Relaas Online*'dalam
paper tersebut diterangkan mengenai memanfaatkarologi dengan
surat panggilan sidang secara online untuk mengnjp@manggilan
melalui koran dan radio. Namun hal tersebut bukanupakan hal yang
mudah, karena berhadapan dengan sisi teknis yakminya teknologi
informasi disisi lain karena berhadapan dengarnysisdisnya sehingga
tidak dipungkiri bila kemudian akan muncul berbadg@amentar dan

tanggapan seputar hukum acara pertfata.

' Artikel: ASPEK YURIDISRELAAS ONLINBIeh : Suhartono, S.Ag., SH., MH.(Alumnus
Magister Hukum UNEJ) diakses pada hari jum’at 20ilA4012

2 Kutipan paper Suhartono, S,Ag.,SH.,MHde tanggapan terhadap berifengadilan
Agama Memanggil yang Gaib via Interfygtng dimuat oleh hukumonline pada tanggal 28 M26£8,
berita serupa berjudulérbuka Peluang Pemanggilan Pihak Berperkara
Melalui Media Online”(hukumonline.com.
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4. Istigomah Yunsamiar (05210052) menulis skripsi yabgrjudul
“Discenting Opinion Terhadap Pemanggilan Tergugat oiBh di
Pengadilan Agama Nganjuk (Studi perkara no. 818@®E/@008/PA.
Ngj)’. Dalam pembahasannya diterangkan Discenting Opinion
merupakan perbedaan diantara majlis hakim dalamentekan suatu
putusan, dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004adkah tentang
kekuasaan kehakiman. Dasar inilah yang memberiftkam jatau solusi
bagi hakim untuk berpendapat agar tidak bertentardgngan aturan-
aturan. Adapun dalam penelitian ini yang menjafut utama terhadap
suatu permasalahan diantara majlis hakim yaitadegiscenting opinion

terhadap pemanggilan tergugat yang ghoib.

Dari deskripsi diatas nampak jelas bahwa masalaty yekan
penulis bahas mengenai “ Analisis terhadap KealssBhaggilan Sidang
dengan Menggunakan Media Elektronik (studi kasuBAliSemarang)”
ini berbeda dengan penilitian sebelumnya. Padgpskkali ini akan
lebih menekankan tentang kasus-kasus apa sajatgamgsuk dalam
relaas dengan menggunakan media elektronik sefpaitnile, online
dan sebagainya, kemudian disertai mengenai petigdn para majlis

hakim dalam menentukan keabsahannya.
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E. METODE PENELITIAN

Pembahasan “Analisis terhadap keabsahan panggilang dengan
menggunakan media elektronik (Studi Kasus di PdifgaAgama Semarang)”
merupakan penelitian dokumen yang sifatnya deskapalisis, dalam arti data
yang berkaitan dengan permasalahan yang ditekith akdeskripsikan disertai
analisa-analisa semaksimal mungkin kemampuan pierselhingga diharapkan
benar-benar valid. Adapun langkah-langkah kerjagyditempuh adalah sebagai

berikut:

. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitiastudi dokumen
terhadap beberapa dokumen dan didukung dengan omesdggn wawancara
mengenai  “Keabsahan Panggilan Sidang dengan Maeaggo Media
Elektronik” dengan menggunakan pendekatan kudlitaffiendekatan ini
bertujuan untuk menggali dan membangun suatu pigpatau menjelaskan
makna dibalik realita. Peneliti berpijak pada pgesia yang terjadi di lapangan.
Penelitian ini berupaya memandang apa yang tsedamadi dalam dunia
tersebut dan melakukan temuan-temuan yang diperdiedalamnya. Oleh

karena itu, apa yang dilakuka peneliti selama pihgan termasuk dalam posisi
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yang berdasarkan kasus atau ideologi yang mengamatplerhatian pada

spesifikasi kasus-kasus terteriti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumberksirdata sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang berdgifabritatif**,
artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahakum primer
disamping perundang-undangan yang mempunyai cfoaitilah putusan
pengadilart> Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalahuio&n-
dokumen dan berkas perkara Pengadilan Agama Segngrakni Analisis
terhadap Keabsahan Panggilan Sidang dengan mengguniledia
Elektronik), dan hasil wawancara dari majlis hakpang bersangkutan.

Adapun hasil wawancara sebagaimana terlampir.

. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal damgdtedua atau
bukan data yang datang secara langsung, namurdali@ani mendukung
pembahasan dari penelitian tiData sekunder ini antara lain adalah UU
Rl No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trasisikektronik, Kitab

Undang-undang hukum Acara Perdata (KUHAPer), pesidpara sarjana

13 Burhan Bugin Metode Penelitian Kualitatiflakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2001,

Himn.24
14

15 peter Mahmud MarzukPenelitian HukumJakarta: Prenada Media,2005,hal.142
16 SugionoMetode Penelitian Kualitatif dan R&Dbandung,cet ke-4,2008,hal.225
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hukum terkemuka dan segala sesuatu yang berhuburdgEgan

permasalahan diatas.

3. Metode Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Metode dokumentasi ini dipakai untuk menggali dgdag terkait dengan
data yang autentik yang bersifat dokumentasi loita itu berupa catatan
harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapang dimaksud data
dokumen disini adalah data atau dokumen dari Péagadlgama Semarang
yang berupa dokumen register dari kasus-kasusag@gang berkaitan dengan
Keabsahan Praktek Panggilan Sidang dengan mengagunisledia Elektronik
di Pengadilan Agama Semarang.
b. Wawancara
Metode wawancara digunakan untuk memperoleh infsrteatang hal-
hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatanawancara merupakan
cara yang digunakan untuk memperoleh keterangamasésan guna mencapai
tujuan tertentd® Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pertimbangan para majlis hakim Pengadilan Agama a%emg dalam
memutuskan perkara-perkara dari pemanggilan yatagdra panggilannya
dengan Menggunakan Media Elektronik yang berkaltmgan penelitian ini.
Adapun jenis wawancara yang digunakan adaiédrview guide yakni

wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokoklahagang diteliti.

17 aAshofa BurhanMetode Penelitian Hukudakarta: PT. Rineka Cipta cet ke-1, 1996,hal.59
18 |bid hal 95
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Dalam hal ini yang menjadi interviewer adalah hakaari Pengadilan Agama
Semarang yang menangani perkara tersebut.
c. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah setgajatdalah melakukan
analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunataskriptif analisis, yakni
suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot lolgenelitian secara utuh
kemudian ditarik suatu generalisA$Dengan menggunakan metode ini, penulis
berusaha menganalisa data-data dari hasil wawanyea@ dilakukan kepada
majlis hakim.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas danudadikan
pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dgsiski, maka penulis
memberikan penjelasan secara garis besarnya, dakdmpsi ini
dibuatsistematika penulisan skripsi sebagai berikut

Bab | Pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkardasi bentuk
penelitian yang meliputi: latar belakang masalalmusan masalah, tujuan
penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penuldaipsi, dan sistematika
penulisan skripsi.

Bab Il Tatacara Pemanggilan Sidang dalam HukumraAd2eradilan
Agama. Bab ini menguraikan tentang pengertiaamsepanggilan, dasar hukum

mengenai relaas panggilan, tahap pemanggilan pérak,pjarak waktu

19 Soejono Soekant®engantar Penelitian Hukundakarta: Universitas Indonesia
(U.l.Press),1986,hal.250
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pemanggilan dengan hari sidang, serta pihak-pihakg yberperkara dalam
hukum acara perdata

Bab Il Praktek Pemanggilan Sidang dengan Mengkan Media
Elektronik di Pengadilan Agama Semarang. Bab innot mengenai deskriptif
tentang Pengadilan Agama Semarang, Asas pemamgglata cara
pemanggilan para pihak dengan menggunakan medi&raelk, serta media
elektronik yang digunakan Pengadilan Agama Semadatgm Pemanggilan

Sidang.

Bab IV Analisis Keabsahan Terhadap ggdan Sidang dengan
Menggunakan Media Elektronik di Pengadilan Agaman&ang. Bab ini
mencakup dua sub bab yaitu analisis terhadap keabssemanggilan sidang
dengan menggunakan media elektronik, Analisisatap pertimbangan hakim
Pengadilan Agama Semarang mengenai PemanggilanngSiddengan

menggunakan media elektronik.



